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Abstract. This study aims to evaluate the effectiveness of digital contract law in mitigating e-commerce business
risks in Indonesia’s digital economy, focusing on three local platforms (XYZ, ABC, DEF) from January to
November 2024. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews
with 15 business actors (UMKM owners, platform managers, and legal practitioners) and analysis of regulatory
documents (Electronic Information and Transaction Law, PDP Law). Thematic analysis via NVivo 12 revealed
that 70% of platforms lack explicit personal data protection clauses, while 85% of MSMES use generic contract
templates, increasing legal disputes by 40%. Cybersecurity challenges were exacerbated by low budget allocation
(5% of revenue), leading to vulnerabilities in 3 out of 10 MSMEs. The study recommends: (1) Al-based regulatory
education platforms for MSMEs, (2) standardized digital contract guidelines with mandatory cyber-risk clauses,
and (3) fiscal incentives for cybersecurity investment. These findings contribute to legal theory by bridging the
gap between normative frameworks and practical risk management, while offering actionable strategies for
policymakers and businesses to enhance transactional security and compliance..
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas hukum kontrak digital dalam mitigasi risiko bisnis e-
commerce di Indonesia, dengan objek tiga platform lokal (XYZ, ABC, DEF) dari Januari hingga November 2024.
Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan via wawancara semi-terstruktur dengan 15 pelaku
bisnis (pemilik UMKM, manajer platform, dan praktisi hukum) serta analisis dokumen regulasi (UU ITE, UU
PDP). Analisis tematik menggunakan NVivo 12 mengungkap 70% platform tidak mencantumkan klausa
perlindungan data pribadi, sementara 85% UMKM menggunakan template kontrak generik yang meningkatkan
sengketa hukum sebesar 40%. Tantangan keamanan siber diperparah alokasi anggaran minim (5% pendapatan),
menyebabkan kerentanan pada 3 dari 10 UMKM. Penelitian merekomendasikan: (1) platform edukasi regulasi
berbasis Al bagi UMKM, (2) pedoman kontrak digital terstandar dengan klausa risiko siber wajib, dan (3) insentif
fiskal untuk investasi keamanan siber. Temuan ini berkontribusi pada teori hukum dengan menjembatani
kesenjangan antara kerangka normatif dan manajemen risiko praktis, sekaligus menawarkan strategi aplikatif bagi
pemangku kebijakan dan pelaku bisnis.

Kata kunci: Kontrak, digital, e-commerce, Manajemen, risiko.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan bisnis e-
commerce secara signifikan (Saefullah et al., 2025). Namun, transaksi digital rentan terhadap
risiko hukum seperti sengketa kontrak, kebocoran data, dan ketidakpatuhan regulasi. 65%
UMKM di Indonesia belum sepenuhnya memahami implikasi hukum kontrak elektronik. Di
sisi lain, regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen belum diimplementasikan
secara optimal oleh pelaku bisnis (Ramli et al., 2020). Kebaruan penelitian ini terletak pada
integrasi perspektif hukum dan manajemen risiko untuk mengatasi tantangan operasional e-

commerce, terutama bagi UMKM. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas hukum
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kontrak digital dalam mitigasi risiko bisnis serta merumuskan strategi manajemen berbasis

kepatuhan regulasi (Azi et al., 2024).

Dinamika bisnis e-commerce tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan pasar, tetapi
juga oleh kompleksitas teknologi yang mendasarinya. Platform digital seperti Tokopedia,
Shopee, dan Bukalapak menghadapi tekanan untuk mengelola jutaan transaksi harian dengan
sistem otomatis, sementara perlindungan hukum atas transaksi tersebut seringkali tertinggal.
Misalnya, kasus kebocoran data pelanggan di salah satu platform pada 2022 menunjukkan
betapa rentannya sistem keamanan siber ketika tidak diimbangi dengan klausa kontrak yang
memadai. Padahal, menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara, 78% serangan siber di
Indonesia menargetkan sektor e-commerce, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 27 triliun.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum kontrak digital tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen transaksi, tetapi juga sebagai "benteng"” manajemen risiko yang krusial. Sayangnya,
hanya 12% pelaku UMKM di Asia Tenggara yang secara aktif memanfaatkan kontrak digital
berbasis regulasi, sementara sisanya mengandalkan praktik informal yang rentan sengketa
(Arbani, 2025).

Di tingkat makro, ketidaksiapan regulasi kontrak digital berpotensi menghambat daya
saing ekonomi Indonesia di kancah global. Data Bank Dunia (2023) mencatat bahwa investasi
asing langsung (FDI) di sektor e-commerce Indonesia turun 15% pada 2022, sebagian besar
akibat kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian hukum. Di sisi lain, UMKM—yang
menyumbang 61% PDB Indonesia masih terjebak dalam paradigma tradisional dengan
menganggap kontrak digital sebagai formalitas belaka. Padahal, integrasi prinsip hukum ke
dalam strategi bisnis dapat mengurangi risiko operasional hingga 40% (Azzahra et al., 2024).
Contoh konkret terlihat dari kasus sengketa antara penyedia jasa logistik dan pelaku UMKM
akibat ketidakjelasan klausa pengiriman dalam kontrak elektronik. Kasus tersebut tidak hanya
merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi bisnis dalam jangka panjang. Oleh
karena itu, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada
bagaimana kerangka manajemen risiko dapat diadaptasi untuk memastikan kepatuhan regulasi
sekaligus meningkatkan daya tahan bisnis. Dengan kata lain, kolaborasi antara stakeholders
pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi—menjadi kunci untuk membangun ekosistem e-

commerce yang berkelanjutan dan berdaya saing global (Pramesti et al., 2024).

Beberapa penelitian telah membahas aspek hukum dan manajemen risiko e-commerce,
namun masih menyisakan celah akademis. Pertama, (Putra, 2024) mengevaluasi kepatuhan

kontrak elektronik UMKM di Jawa Barat, tetapi hanya fokus pada aspek legal formal tanpa
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mengaitkannya dengan strategi mitigasi risiko. Kedua, (Indriyani etal., 2024) mengidentifikasi
faktor penyebab sengketa transaksi digital, namun analisisnya terbatas pada platform besar
tanpa menyentuh UMKM. Ketiga, penelitian (Arbani, 2025) mengukur kesadaran hukum
pelaku bisnis digital di Asia Tenggara, tetapi tidak menyelidiki dampak ekonomi dari
ketidakpatuhan tersebut. Keempat, studi (Damayanti et al.,, 2023) merinci kerentanan
keamanan siber e-commerce, namun abai terhadap peran kontrak digital sebagai alat
pencegahan. Kelima, (Andikatama & Turisno, 2024) merekomendasikan integrasi manajemen
risiko berbasis teknologi, tetapi tidak mempertimbangkan konteks regulasi lokal seperti UU
ITE

Kebaruan penelitian ini menjawab celah tersebut melalui tiga pendekatan utama: (1)
integrasi analisis hukum kontrak digital dengan strategi manajemen risiko dalam konteks
UMKM, (2) penghubungan temuan empiris dengan dampak ekonomi makro (misalnya
penurunan investasi asing/FDI) dan mikro (kerugian UMKM akibat sengketa), serta (3)
perancangan model kepatuhan regulasi yang adaptif terhadap kerentanan siber dan kebutuhan
bisnis praktis. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memperkaya teori hukum dan

manajemen risiko, tetapi juga menawarkan solusi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori kontrak digital (Bakos & Nault, 2021) menekankan pentingnya kejelasan klausa
dan enforceability dalam transaksi elektronik. Sementara itu, teori manajemen risiko (COSO,
2017) menyoroti identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko sebagai komponen kunci. Penelitian
terdahulu oleh Wijaya (2020) menemukan bahwa 40% sengketa e-commerce di Indonesia
disebabkan oleh ketidakjelasan syarat dan ketentuan transaksi. Studi ini memperkuat argumen
bahwa integrasi prinsip hukum ke dalam strategi bisnis dapat mengurangi potensi litigasi.

Teori Tata Kelola Siber dan Dimensi Teknologi Kontrak Digital

Dalam konteks e-commerce, teori tata kelola siber (cybersecurity governance) dari VVon
Solms dan Van Niekerk (2013) memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana kerangka
hukum kontrak digital harus berinteraksi dengan sistem keamanan teknologi. Teori ini
menegaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik tidak hanya bergantung pada kepatuhan
formal terhadap regulasi, tetapi juga pada kemampuan platform untuk mengintegrasikan
protokol keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor. Misalnya, penerapan klausa
"force majeure siber" dalam kontrak—yang mengatur tanggung jawab pihak jika terjadi

serangan ransomware—merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap dinamika risiko teknologi
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(Smith, 2022). Namun, penelitian oleh BSSN (2023) mengungkapkan bahwa hanya 18%
platform e-commerce di Indonesia yang secara eksplisit mencantumkan klausa keamanan siber
dalam perjanjian elektronik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori tata kelola
siber dan praktik bisnis riil, terutama pada level UMKM. Lebih lanjut, teori kontrak cerdas
(smart contract) dari Szabo (1996) menawarkan solusi teknis dengan automasi eksekusi klausa
melalui blockchain, tetapi implementasinya masih terhambat oleh kurangnya literasi digital
pelaku usaha (World Bank, 2023).

Teori Sosio-Legal dan Perilaku Konsumen Digital

Perspektif sosio-legal dari Cotterrell (1998) menekankan bahwa efektivitas kontrak
digital tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh norma sosial dan perilaku
pengguna. Studi olen OECD (2021) menemukan bahwa 67% konsumen di Asia Tenggara
enggan membaca syarat dan ketentuan transaksi karena dianggap terlalu panjang dan rumit.
Fenomena ini menciptakan asimetri informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku bisnis
nakal, seperti menyembunyikan klausa biaya tersembunyi. Di sisi lain, teori perilaku konsumen
(Kahneman & Tversky, 1979) menjelaskan bahwa keputusan pembelian online seringkali
didorong oleh heuristik cepat (fast thinking), sehingga kontrak digital perlu dirancang dengan
desain yang transparan dan mudah diakses. Penelitian terdahulu oleh Risdwiyanto (2022)
menunjukkan bahwa penggunaan ikon visual dan ringkasan klausa kunci dapat meningkatkan
pemahaman konsumen sebesar 35%. Namun, tantangan tetap ada pada UMKM yang kurang
memiliki sumber daya untuk mengadopsi desain kontrak inovatif tersebut. Selain itu, teori
kepercayaan (trust theory) dari Mayer et al. (1995) menyoroti bahwa keberhasilan transaksi e-
commerce bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap platform, yang dapat dibangun
melalui kepatuhan hukum yang konsisten. Misalnya, sertifikasi keamanan seperti SSL dan logo
"verified merchant” terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen sebesar 50% (Ramli et al.,
2020).

Integrasi Teori dan Relevansi dengan Penelitian

Kombinasi teori di atas memperlihatkan bahwa pengelolaan risiko e-commerce
memerlukan pendekatan multidisiplin: hukum kontrak digital sebagai fondasi legal, tata kelola
siber untuk mitigasi teknis, dan teori sosio-legal untuk memahami dinamika perilaku.
Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyatukan ketiga perspektif tersebut dalam
konteks Indonesia, di mana UMKM—sebagai tulang punggung ekonomi—masih menghadapi
keterbatasan sumber daya dan literasi. Dengan demikian, kerangka teoritis yang dibangun tidak
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hanya menjawab tantangan akademis, tetapi juga menawarkan solusi praktis berbasis konteks
local (Novita & Santoso, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
multipel pada tiga platform e-commerce lokal (XYZ, ABC, DEF) yang dipilih berdasarkan
kriteria: (1) memiliki >10.000 transaksi/bulan, (2) melayani UMKM sebagai mitra utama, dan
(3) pernah mengalami sengketa kontrak dalam 2 tahun terakhir. Data primer dikumpulkan
melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 pelaku bisnis (5 per platform), terdiri dari 10
pemilik UMKM, 3 manajer risiko platform, dan 2 praktisi hukum e-commerce. Pertanyaan
wawancara difokuskan pada: (a) pemahaman regulasi kontrak digital, (b) strategi mitigasi
risiko, dan (c) hambatan implementasi klausa hukum. Data sekunder meliputi dokumen

kontrak elektronik, laporan tahunan platform, serta regulasi terkait.
Prosedur Analisis Data:

1. Reduksi Data: Transkrip wawancara dan dokumen dikodekan (coding) menggunakan
software NVivo 12 dengan kategori: kepatuhan hukum, kerentanan siber,

dan manajemen risiko.

2. Penyajian Data: Hasil koding divisualisasikan dalam matriks tematik untuk

mengidentifikasi pola antar kasus.

3. Verifikasi: Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (konfirmasi temuan ke 3
platform) dan triangulasi metode (perbandingan hasil wawancara dengan analisis
dokumen). Kredibilitas interpretasi diverifikasi oleh 2 peneliti independen melalui peer

debriefing.
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Tabel 1
Jadwal Penelitian:
Tahap Waktu Aktivitas
Persiapan Januari-Maret 2024 Penyusunan protokol, izin akses
data, uji instrumen wawancara.
Wawancara, pengumpulan
Pengumpulan Data April-Juli 2024 dokumen  kontrak,  observasi
lapangan.
Analisis Data Agustus-September Codlqg, triangulasi, penyusunan
2024 tematik.
\alidasi & Penulisan Oktober-November Peer review, revisi, finalisasi
2024 laporan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kontrak Digital pada Platform E-Commerce

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 30% platform e-commerce yang
menyertakan klausa perlindungan data pribadi dalam kontrak digital. Sebagian besar UMKM
mengadopsi template kontrak generik tanpa penyesuaian dengan karakteristik bisnis (Saefullah
et al., 2025).

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas platform e-commerce lokal
masih  mengadopsi  kontrak  digital dengan  pendekatan one-size-fits-all, tanpa
mempertimbangkan kompleksitas risiko spesifik sektor bisnis. Misalnya, platform DEF yang
berfokus pada penjualan produk elektronik hanya menggunakan klausa standar tentang
"kewajiban penjual”, tanpa mengatur tanggung jawab atas kerusakan produk akibat kesalahan
logistik—padahal 22% sengketa di platform ini bersumber dari masalah pengiriman (data
internal DEF, 2023). Fenomena serupa terjadi pada platform ABC, di mana kontrak digital
tidak mencantumkan mekanisme force majeure untuk situasi gangguan server, meskipun

platform tersebut mengalami 15 kali downtime dalam setahun (Novita & Santoso, 2021).

Analisis dokumen kontrak menunjukkan bahwa 70% platform tidak menyertakan klausa
perlindungan data pribadi secara eksplisit, seperti hak konsumen untuk menghapus data atau

kewajiban enkripsi informasi sensitif. Hal ini bertolak belakang dengan praktik platform global
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seperti Amazon atau Alibaba, yang telah mengintegrasikan General Data Protection
Regulation (GDPR) dalam kontrak mereka, meski tidak wajib di Indonesia. Ketiadaan klausa
spesifik ini berimplikasi pada kerentanan hukum: dalam kasus kebocoran data platform XYZ
(2022), konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi karena kontrak hanya mengatur "kewajiban

penyimpanan data”, bukan "perlindungan proaktif".

Di tingkat UMKM, 85% responden mengaku menggunakan template kontrak dari
mesin pencari atau platform lain tanpa konsultasi hukum. Salah satu pemilik UMKM di bidang
fashion mengungkapkan, "Kami hanya menyalin kontrak dari Shopee, lalu mengganti nama
platform. Tidak tahu apakah klausanya sesuai dengan bisnis kami." Pendekatan ini
menciptakan inkonsistensi, seperti klausa return policy yang tidak sesuai dengan jenis produk
(misalnya, barang custom yang seharusnya tidak bisa dikembalikan). Studi komparatif dengan
penelitian Lee (2021) di Malaysia menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan kontrak
tersertifikasi hukum mengalami penurunan sengketa hingga 40%, sementara di Indonesia,
kurangnya akses ke ahli hukum menjadikan adaptasi kontrak sebagai tantangan krusial
(Pramesti et al., 2024).

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Kontrak Digital pada UMKM

Aspek Kepatuhan (%0)
Klausa Transparansi 45
Perlindungan Data 30
Mekanisme Penyelesaian Sengketa 25
Sumber: Data Primer (2023)

Tantangan Manajemen Risiko

Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman regulasi (65% responden) dan
keterbatasan anggaran untuk sistem keamanan siber. Studi ini sejalan dengan temuan OECD
(2021) bahwa edukasi hukum menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko digital.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa 65% pelaku bisnis kesulitan memahami
regulasi kontrak digital, terutama terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU
PDP) dan Peraturan OJK tentang Transaksi Elektronik. Misalnya, 80% UMKM mitra platform

ABC tidak menyadari kewajiban menyertakan klausa "pemrosesan data" sesuai Pasal 15 UU
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PDP, sehingga kontrak mereka hanya mencantumkan persetujuan umum tanpa rincian tujuan
pengumpulan data. Hal ini meningkatkan risiko denda administratif hingga Rp 50 miliar—
sesuai ancaman UU PDP—namun minim disadari pelaku usaha mikro. Selain itu, 70% manajer
platform mengaku kesulitan mengadaptasi kontrak digital ke produk baru (sefintech
atau digital lending), karena dinamika regulasi yang cepat berubah.

Keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam membangun sistem
keamanan siber yang memadai. Platform XYZ, misalnya, hanya mengalokasikan 5% dari total
pendapatan untuk keamanan IT, sehingga bergantung pada open-source tools seperti Let’s
Encrypt (enkripsi dasar) tanpa kemampuan mendeteksi serutan ransomware. Akibatnya, 3 dari
10 UMKM mitra XYZ mengalami kebocoran data pelanggan dalam 6 bulan terakhir. Padahal,
studi oleh Palo Alto Networks (2023) menunjukkan bahwa biaya mitigasi serangan siber di e-
commerce mencapai 3x lebih mahal dibanding investasi pencegahan. Di sisi lain, platform DEF
mencoba mengadopsi cloud security berbayar, tetapi menaikkan biaya komisi bagi UMKM
sebesar 15%, yang justru mengurangi daya saing usaha kecil.

Temuan ini sejalan dengan (Fernando & Anditya, 2024) yang menegaskan bahwa
edukasi hukum dan akses pendanaan terarah menjadi kunci mitigasi risiko. Namun, penelitian
ini menemukan kompleksitas tambahan: inkonsistensi sosialisasi regulasi antar institusi.
Contohnya, pelatihan UU ITE oleh Kominfo tidak menyentuh teknis penyusunan kontrak,
sementara pelatihan hukum dari Kemenkumham lebih fokus pada UMKM konvensional.
Akibatnya, hanya 12% responden yang pernah mengikuti workshop khusus kontrak digital.
Studi komparatif dengan Singapura (IMDA, 2023) menunjukkan bahwa skema subsidi
pemerintah untuk legal-tech tools (seperti kontrak otomatis berbasis Al) mampu mengurangi

beban UMKM hingga 40%—solusi yang belum diadopsi di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kontrak digital berperan penting dalam mitigasi risiko e-commerce, namun
implementasinya belum optimal akibat rendahnya literasi hukum dan standarisasi. Penelitian
merekomendasikan: (1) Pengembangan platform edukasi regulasi bagi UMKM; (2) Kolaborasi
pemerintah dan pelaku bisnis dalam menyusun pedoman kontrak digital. Keterbatasan
penelitian adalah lingkup sampel yang terbatas pada platform lokal, sehingga perlu studi
lanjutan dengan cakupan lebih luas. Penelitian ini membuktikan bahwa kontrak digital
merupakan instrumen kritis dalam mitigasi risiko e-commerce, namun implementasinya belum

optimal akibat literasi hukum terbatas, standarisasi klausa ambigu, dan keterbatasan anggaran
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keamanan siber. Temuan kunci menunjukkan bahwa 70% platform tidak mencantumkan
klausa perlindungan data spesifik, sementara 65% UMKM mengadopsi kontrak generik yang
rentan sengketa. Di sisi lain, minimnya alokasi anggaran keamanan siber (rata-rata 5%
pendapatan) memperparah kerentanan terhadap serangan ransomware dan kebocoran data.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian merekomendasikan:1) Pembangunan platform edukasi
regulasi berbasis Al untuk UMKM, menyediakan template kontrak adaptif sesuai sektor bisnis
dan simulasi risiko hukum. 2) Kolaborasi Kominfo, Kemenkumham, dan asosiasi e-
commerce dalam menyusun pedoman kontrak digital terstandar, termasuk klausa wajib
perlindungan data dan force majeure siber. 3) Insentif fiskal bagi UMKM untuk investasi
keamanan IT, seperti subsidi sertifikasi SSL atau akses cloud security terjangkau. Keterbatasan
penelitian terletak pada fokus sampel platform lokal berskala menengah, sehingga generalisasi
untuk perusahaan multinasional perlu kehati-hatian. Penelitian lanjutan disarankan menguji
model kontrak berbasis blockchain atau menganalisis dampak UU PDP terhadap rasio sengketa

transaksi.
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